Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak ...... Nur Cahyab#aputra dan Syamsul Bahri

TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK
UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh : Nur Cahya Dian Saputrdan Syamsul Batfri

! Fakultas Hukum Univesitas 17 Agustus 1945 Samarind
2Dosen Fakultas Hukum Univesitas 17 Agustus 1945a8iana

ABSTRACT

The violation of the right to sue is regulated ihapter VII of the
Criminal Code, while the violation of the right soie is regulated in the
Criminal Code, namely:

1. The principle of "Ne bis in idem" (Article 76 oktiCriminal Code).

2. Death of the perpetrator (Article 77 of the Crimi@2ode).

3. Expiry (Article 78 of the Criminal Code).

4. Settlement of cases outside court trials (Articke & the Criminal
Code).

5. Amnesty and Abolition from the President (Artickk df the 1945
Constitution).

6. There are no complaints on complaints offenses.

This provision contained in the Criminal Code ispi@vide legal
certainty for the community specifically the perpadrs of criminal acts.
Provisions for the cancellation of the right to saee the duties and
functions of the Attorney General's Office of thep@blic of Indonesia
based on Law 16 of 2004.

The fall of the right to sue is caused by: 1) natutauses, 2)
causes of human actions, and 3) legal causeshoped that the rules on
the cancellation of the right to sue can be furteerphasized in the new
draft Law on Criminal Law (RKUHP) to provide legeértainty to the
public. Likewise, cases of minor criminal actsiftig) should be resolved
outside the court to avoid the accumulation of sase court and the
excess capacity of State Detention Centers or Ewtmgtries.

Keywords: Judicial Review, Absence of Rights, Criminal Prosecution,
Criminal Law
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ABSTRAK

Gugurnya hak untuk menuntut diatur dalam Bab VII HR)
sedangkan gugurnya hak untuk menuntut diatur deldiP, yakni :
. Adanya asasNe bis in iderh(Pasal 76 KUHP).

. Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP).

. Daluwarsa (Pasal 78 KUHP).

. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilara(BasKUHP).
. Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUR3)9

. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan.

Ketentuan ini dimuat dalam KUHP adalah untuk merkber
kepastian hukum bagi masyarakat khusus pelakukipitana. Ketentuan
gugurnya hak menuntut adalah merupakan tugas wagsif Kejaksaan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 16maa04.
Gugurnya hak untuk menuntut disebabkan :1) Selahiah; 2) sebab
perbuatan manusia; dan 3) sebab hukum.

Diharapkan aturan gugurnya hak untuk menuntut daglaih
dipertegas dalam rancangan Undang-undang Hukum#&idRKUHP)
yang baru untuk memberikan kepastian hukum kepadayanakat.
Demikian juga terhadap perkara-perkara tindak @dengan (tipiring)
sebaiknya dapat diselesaikan di luar pengadilarukumenghindari
bertumpuknya perkara di pengadilan dan kelebihapiskas Rumah
Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Gugurnya Hak, Menuntut Pidana,
Undang-Undang Hukum Pidana
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalgnéana,
telah diatur sedemikian rupa tentang gugur hak kumbenunut pidana
sebelum perkara pidana materiil dijalankan gunanpegjelas semua
ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana metert iendapat pada Buku
Il tentang Kejahatan dan Buku Il tentang Pelanggar Pembuat
ketentuan pidana dalam KUHP memberikan pengatoeagaturan
mengenai : Gugurnya hak untuk menuntut dan remjaukuman oleh
pelaku pidana dapat disebabkan beberapa hal alatara Adanya asas
“Ne bis in iderhMeninggalnya pelaku, Daluwarsa, Penyelesaiakgvar
di luar sidang pengadilan , Amnesti dan Abolisii dnesiden dan Tidak
adanya pengaduan pada delik-delik adban.

Berkenaan dengafne bis in idem” diatur Pasal 76 ayat (1)
KUHP menyatakan : “Kecuali dalam hal putusan hakiasih mungkin
diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali d&aa perbuatan yang oleh
hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengutusan menjadi
tetap”.

Maksud dari asasNe bis in idem” tersebut adalah dalam hal adanya
suatu perkara yang telah diajukan dan telah mehdeggautusan yang
pasti dan tetap dari pengadilan, tidak dapat dajukntuk kedua kalinya
dalam hal yang sama, atau dengan kata lain “Tmkangpun atas
perbuatannya dapat dituntut untuk kedua kalinyaNénimo debet bis
vexar).

Alasan gugurnya hak untuk menuntut lainnya yakidenyelesaian
perkara di luar sidang pengadilan sebagaimanardikdsal 82 KUHP,
yakni : Dalam hal terjadi pelanggaran yang diancdenda vyaitu
membayar kepada kejaksaan maksimum denda yanguaikeh untuk
perkara, maka si pelaku harus membayar denda dga perkara tersebut
dan kalau tidak maka ia bisa dikenakan pidana Ilgannsebagai
pengganti denda dan biaya perkara tersebut.

Hal lain yang gugurnya hak untuk menuntut oleh kare
penyelesaian perkara di luar Pengadilan berupa asiedpenal,
penyelesaian perkara-perkara yang bersifat deliamddisepakati kedua
belah pihak dan tidak saling menuntut dikemudian, Haal ini diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

® https://butew.com/2018/04/10/sebab-sebab-gugurajadhtuk-menuntut-dan-
menjalani-hukuman-pidana/
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Perumusan dan Pembatasan Masalah

Apa saja bentuk-bentuk gugurnya hak untuk meruryang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?.

2. Apa saja sebab-sebab gugurnya hak untuk mernyarig diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ~.

=

. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bentuk-bentuk gugurnya hakkintenuntut yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) 2.

2. Untuk mengetahui sebab-sebab gugurnya hak umekutut yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KYRP

=0

Il. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana
Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilakdak

Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pitaggn istilatf:

a. Strafbaar Feit adalah peristiva pidand,istilah ini pertama kali
dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam pemamgundangan
formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana”’ perndigunakan secara
resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pagahyht (1).
Secara substansif, pengertian dari istilah “pevestipidana” lebih
menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditinaloulbaik oleh
perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleméaitu, dalam
percakapan sehari-hari sering didengar suatu uagkapahwa
kejadian itu merupakan peristiva além.

b. Strafbare Handlungditerjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang
digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jermatulyatno,
menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan pedmuapidana.
Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidamehunjuk kepada
makna adanya suatu kelakukan manusia yang meniabudkibat
tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya tagenakan
sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena #aebuatan” tidak
mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapdbuaerdan
hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia

c. Criminal Actditerjemahkan dengan istilah Perbuatan KriminallikDe
yang dalam bahasa Belanda diseBafbaarfeitterdiri atas tiga kata,

;‘ Amir llyas, 2012 Asas-asas Hukum PidarRangkang Education, Yogyakarta, him.18.
Ibid., him 19

® Teguh Prasetyo,201Plukum PidanaPT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Him 49

" Amir llyas, loc.cit

89



Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak ...... Nur Cahyab#aputra dan Syamsul Bahri

yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing rhkinarti yaitu
Strafdiartikan sebagai pidana dan hukuBaar diartikan sebagai dapat
dan boleh, darkeit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran
dan perbuatan.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defdiisias, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindmlana adalah
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan drmmtengan pidana,
dimana pengertian perbuatan disini selain perbugtany bersifat aktif
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oletntjuhukum juga
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesyang sebenarnya
diharuskan oleh hukum).

B. Teori Tujuan Pemidanaan

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, terdapg@a3 tgori untuk
membenarkan penjatuhan pidana :
1. Teori absolute atau pembalasan.

Tokoh-tokohnya antara lain Kant, Hegel, Krannenpu?glak.
Menurut Kant, setiap orang yang melakukan kejahbtans dipidana
berdasarkan asas pembalasan. Tujuan yang membenald@at
dijatuhkannya pidana adalah keadifan.

Menurut Hegel, bahwa kejahatan yakni sebagai pgkgnan
hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diysgrtharus ada
keseimbangan nilai. Menurut Kraenburg, bahwa kesaddukum
mengharuskan si penjahat merasakan apa yang tgienbuatnya
terhadap masyarakat. Menurut Polak bahwa setiapah&tgn
mengandung pencelaan yang objektif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tpembalasan
penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalgsany diberikan
oleh Negara kepada pelaku kejahatan.Siapa saja lyaripat jahat
harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak atetikibat-akibat
apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidaiaeng dilihat
hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan daenpidana. Tujuan
menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahaterita’

2. Teori Relative atau Nisbi.

Tokoh-tokoh teori ini diantaranya Fichte, Bauer,ol®nan.
Menurut Fichte, bahwa pidana merupakan alat untekcaypai salah
satu tujuan Negara dalam rangka menjamin ketertibaom. tujuan
pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan maggarantuk tidak
melakukan kejahatan. Menurut Bauer, bahwa ancamaang

8 Widodo, 2009Sistem PemidanaanDdalam Cyber Crjhaksbang, Yogyakarta, hal.71
® Loc cit him, 31-32.
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ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Meén@rallman, bahwa

tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat admk melakukan

kejahatan lagi.

Beberapa point tentang teori ini :

1) Teori ini bertitik pangkal bahwa pada dasarnya mpedadalah alat
untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat.

2) Kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidaag@ $iamun
dipersoalkan tentang manfaat pidana tersebut bagyamakat dan
bagi si penjahat itu sendiri.

3) Teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau jaga melihat
masa depan terpidana.

4) Tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejayatgndiperbuat
oleh sipenjahat tidak terulang lagi.

3. Teori gabungan.

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasanashs
pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teordibagi menjadi 3
(tiga) golongan®®
(1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembaglasdapi

pembalasan tersebut tidak boleh melampaui bataswarp untuk
dapat mempertahankan tata tertib.

(2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahgatantertib
masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidanaupgn untuk
mempertahankan tata tertib masyarakat, namun peaateratas
pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat gada perbuatan
yang dilakukan oleh terpidana.

(3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana meimenuh
keharusan pembalasan dan keharusan melindungi rakaya

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakin d’olresta
Samarinda dalam upaya pemberantasan tindak pidaretika di
wilayah hukum Polresta Samarinda, tuntutan pidasag yditerapkan
oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-matgahsebagai
efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika, namiohlelari pada itu
tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pesmaln agar nantinya
pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di temgayarakat dengan
perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingkggelian Penuntut
Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidadgngan
mempertimbangkan fakta-fakta persidangan diseremngan barang
bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepakkadilan
serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikepada pelaku
kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidakyehdagi pelaku

Qpid, him. 33.
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kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat deroiptanya keamaan
dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

C. Teori Pertanggungjawaban

Di dalam teori hukum dikenal pengertian tanggungaja, pertama
ialah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yatggung jawab tanpa
sanksi.Yang kedua ialah tanggung jawab dalamwas, lyaitu tanggungj
awab dengan sank¥i.

Webster Dictionary memformulasikan pengertiancountability
sebagai: the state of being accountable, responsible, orbléa
accountablenes¥

Accountability mengandung pengertian dapat
dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, atau dagi&enakan
tanggungjawab, tidak dapat dipertanggungjawabakan.

Dapat dipertanggungjawabkan:

1. Dapat dikenakan untuk diminta tanggung jawab: dapahjawab
kepada atasan, sebab semua orang adalah dapat
dipertanggungjawabkan kepada tuhan atas tindakannya

2. Mampu untuk diminta dipertanggungjawabkan secagasteatau
eksplisit,

3. Yang mungkin dihitung atau untuk dihitung.

Selanjutnya Kohler's Dictionary of accountantaccountability
adalah*®
1. Kewajiban pegawai, agen, atau orang lain untuk e@iakan laporan

yang memuaskan, secara berkala, tentang tindakan tatdakan
failure toyang diikuti pemberian wewenang,

2. Kemudian (akuntansi pemerintah) tujuan dari tanggjawab atau
pembayaran sejumlah kewajiban petugas,

3. Ukuran tanggung jawab atau kewajiban lain, dalaniieuang, unit
kepemilikan, atau bentuk lainnya,

4. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengtariy atau
hasil lainnya dihadapkan kemuka hukum, peraturarsgbujuan, atau
kebiasaan.

Sementara responsibility di dalam Kohler's Dictionary for
Accountant diartikan sebagai kewenangan yang dianggap sebagai
kewajiban untuk melaksanakan secara hati-hati datefaksanakan tugas

1 Ismail Sunny, 200Qylekanisme Demokrasi PancasiMaruna, Jakarta, him 18
12 M.C. Kenchnie, Jean L, 1988/ebster New Universal Unabridged DictionaBecond
Edicition Simon Schulster, him 13
13 Cooper, W.W, Yuii, Kohler, 1984, Dictionary for ountant, Prentice Hall of India,
New Delhi, him 7
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atau kewenangan yang melekatan pada individu agdamibok dalam
rangka mengambil keputusan atau kegiatan orgarifsasi

Terlepas dari perbedaan pendapat itu, ada dua macam
pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban morah@ral responsibility, dan
2. Pertanggungjawaban politik.

Pertanggungjawaban moral adalah pertanggungjawgdoag tidak
menuntut sanksi yuridis, karena pentaatanya tidpkkdakan dari luar
(secaraheterononp, tetapi pentaatannya otonom dari dalam nuramiljad|
atau penguasa Yyang berwenang itu sendiri. Dibaliku i
pertanggungjawaban  politik adalah  pertanggungjawabayang
menimbulkan akibat dapat dijatuhkannya sanksi igdérupa pemecatan
dari jabatan pejabat atau penguasa yang berwenangjabatannya
sebelum masa jabatannya berakhimpeachmentMeskipun dalam
pertanggungjawaban moral tidak mengakibatkan dapatuhkannya
sanksi yuridis, tetapi dalam mengimplementasikakuhu positif, badan
atau lembaga Negara tidak dibenarkan mengabailesrassis moraf.

Pertanggungjawaban kepada rakyat dapat dilakukagate dua
cara yaitu melalui wakil rakyat atau langsung kepaedkyat. Sistem
pertanggungjawaban melalui wakil rakyat (parlemem@lahirkan sistem
pemerintahan parlementer.Pertanggungjawaban laggkapada rakyat
melahirkan sistem presidensiil.Sistem pemerintaparementer dapat
berjalan pada bentuk pemerintahan kerajaan ataiblieidak demikian
dengan sistem pemerintahan presidensiil yang hiangapat pada bentuk
pemerintahan republik, yaitu pertanggung jawabaasigen sebagai
penyelenggara pemerintahan.

D. Pengertian Penyidikan dan Penuntutan
Pengertian penyidikan secara umum dalam KUHAP aieln

dalam Bab | Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidilardahal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ihikumencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu meanhlerang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menamuk
tersangkanya”.

Hal ini untuk mengambarkan :
“pengertian kata penyidikan, KUHAP membedakan paikgin dan
penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengew@sporingatau
investigation Pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak

14 |bid, him 435
15 Lukman HakimQp. Cit,him 45
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didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertiaa biasaunjukkan
bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mgatdaisipan el,
menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanyipexkeras
pengertiannya, banyak®,

Sejalan dengan ketentuan di atas dalam penyidikdak pidana
korupsi selain dari Kepolisian, Kejaksaan sebag@hat pegawai negeri
sipil juga mempunyai wewenang untuk menjadi petkydAn melakukan
penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan oleh pelilyiKejaksaan, maka
sejak laporan/pengaduan  diterima  pihak kejaksaan jib wa
memberitahukannya kepada penyidik Polri tentangge@enyidikannya
dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Apabitgidikan telah selesali,
maka Kejaksaan segera menyampaikan laporan beberiea acara
pemeriksaan kepada penyidik Polri. Kewenangandanildsarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Reépuidonesia.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2004 makemat

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnyarddliindang-

Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga petabriyang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntdda

kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan Republik Indonesia memilik tugas dan wmmg
sebagai Penuntut Umum sebagaimana disebutkan padh2Payat (1) di
atas, akan tetapi dapat melaksanakan kewenangdmelalasarkan Pasal
30 ayat (1) huruf d yang menyatakan :

“di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas danemang

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengdradmesr cara.
Cara tersebut bergantung pada berat ringannya pedtara. Jika perkara
itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidanangdasl satu tahun
maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasanitgitandai dengan
adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. @mma dalam
penuntutan ini adalah selalu disertai dengan slakivaan yang disusun
secara cermat dan lengkap oleh penuntut umumnSsauntutan dengan
cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakdkagan cara singkat.
Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancawhapa lebih ringan,
yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkask@ara biasanya tidak
rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan suratvdak yang disusun

® Hamzah, Andi, 200(Hukum Acara Pidana IndonesiBT. Sinar Grafika, Jakarta, him
118
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secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalahtptan dengan cara
cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkarg yangan atau perkara
lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebihi dga bulan.
Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, mamiwakili oleh
penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak adarat dakwaan tetapi
hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggarag wydakukan.
Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa patamtdapat
dilakukan dengan menggabungkan perkara denganssa#ti dakwaan.
Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi desgarat-syarat oleh
pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah : “a. Bglaetindak pidana yang
dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingareniesaan tidak
menjadikan halangan terhadap penggabungannya; ber&s tindak
pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang daiBgberapa tindak
pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan lkgamgakan tetapi satu
dengan yang lain itu ada hubungannya, yang daldnmingenggabungan
tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

l1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Gugurnya Hak untuk Menuntut yang Diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lazim Kkiedous
KUHP adalah kumpulan aturan hukum pidana umtenoht publig yang
berisikan pidana materiikc(imnial materia), KUHP terdiri dari Buku |
yang berisikan tentang ketentuan umum, buku llatemtkejahatan dan
buku Il beisikan tentang pelanggaran. Berkenaangae Hapusnya
Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidasaud dalam
buku I, Bab VII.

Menurut hemat Penulis ketentuan-ketentuan guguhayauntuk
menuntut yang diuraikan di atas adalah “semi pidémanil” karena
pengaturan tentang penuntutan diatur di dalam Updlalmdang Nomor 8
Tahun 1981ltentang Kitab Undang Undang Hukum Acaidara
(KUHAP), akan tetapi ketentuan gugurnya hak untuknuamtut diatur
dalam buku | ini adalah merupakan pemberian batasaom bagi
penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam memerapUHP,
bahwasanya tidak semua perkara tindak pidana détpatut ke hadapan
pengadilan.

Ketentuan-Ketentuan atau bentuk-bentuk gugurnya batuk
menuntut berkaitan dengan asas-asas pidana, dbkm dan ketentuan-
ketentuan pidana yang sudah ditentukan pada pasal-@wal dalam
KUHP, seperti asas legalitas sebagaimana diatand&lasal 1 ayat (1)
KUHP, asas memilih yang menguntungkan bagi terddkiaanana terjadi
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perubahan perundang-undangan, waktu terjadinyaakingdidana dan
ajaran-ajaran mengenai delik pidana.

Penerapan ketentuan gugurnya hak menuntut oletngiumum,
penuntut umum harus mengerti kaidah-kaidah hukwangyditentukan di
atas, baik itu asas-asas hukum, doktrin atau ajaran hukum, sehingga
penuntut umum tidak keliru memaknai gugur hak umtghuntut.

Bentuk-bentuk gugurnya hak untuk menuntut seperiuRs uraikan
di atas implementasinya ada pada Jaksa Penuntutikarena tugas dan
fungsi Kejaksaan adalah salah satunya melukan pataum) yang dtuntut
adalah terdakwa pelaku tindak pidana dihadap pelagad

Pengaturan gugurnya hak untuk menuntut sebagaithatiadalam
KUHP, yaitu :

1. Adanya asas Nebhisinidem” (Pasal 76 KUHP).
Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan :
“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkinlahgi,
orang tidak boleh dituntut dua kali karena petanaang oleh
hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili damgputusan
menjadi tetap”.

Selanjutnya dalam artian hakim Indonesia, termasjlga
hakim swapraja dan adat, ditempat-tempat yang meyaiu
pengadilan-pengadilan tersebut. Pasal 76 ayd{2)P jika putusan
menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, mak&ddap orang itu dan
karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diagagenuntutan dalam
hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan ataudapasuntutan
hukum;

2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalaniudelya atau
telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankarielah
hapus karena daluarsa.

Maksud dari asasNe bis in idem” tersebut adalah dalam hal
adanya suatu perkara yang telah diajukan dan tetemdapat
keputusan yang pasti dan tetap dari pengadilaak tihpat diajukan
untuk kedua kalinya dalam hal yang sama, atau ateh@gta lain
“Tidak seorangpun atas perbuatannya dapat ditumtdtk kedua
kalinya ” (Nemmo debet bis vexari

Perkara yang telah mendapat keputusan yang pdaski tiapat
dituntut kembali untuk kedua kalinya, dengan syayatat yaitu :

1. Sama pelakunya.

2. Sama perbuatannya.

3. Atas perbuatan tersebut telah ada vonis (putusan) fdhkim

pengadilan yang pasti dan tetap.
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Alasan dari asas atau prinsip tersebut adalah wepkntingan
masyarakat akan suatu kepastian hukum dan ketemramhalam
hidupnya serta untuk menjaga martabat pengadilan whuk rasa
kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat putusan

Pengecualiannya:

1. Untuk peninjauan kembalHgrziening perkara karena terdapat
kesalahan dalam vonisnya.
2. Kasasi demi kepentingan umum.

2. Meninggalnya Pelaku (Pasal 77 KUHP)

Pasal 77 KUHP menegaskan : “Kewenangan menuntaingid
hapus, jika tertuduh  meninggal dunia”. Secara dysiridengan
meninggalnya si pelaku tindak pidana, karena kbhaalaeseorang itu
bersifat pribadi maka kesalahannya tidak dapatmgdihkan pada
orang lain untuk memikul kesalahan si pelaku tindialana.

Apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia maka :

a. Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum adtausan
pengadilan, maka perkara pidana tersebut menjagirgu

b. Bila perkara pidana tersebut masih dalam prosegigikan, maka
perkaranya dihentikan.

c. Jika penuntutan telah diajukan oleh Jaksa penumtutm dan si
terdakwa meninggal sebelum mendapat putusan pdagadiaka
oleh pengadilan perkara pidana tersebut harus tdikga tidak
dapat diterima.

Pengecualiannya bahwa dengan meninggalnya si p&ldiak
mutlak” menjadi gugur, yaitu terhadap barang-barateu hak-hak
yang dimiliki, dan biasanya diterapkan terhadapuimikn denda atau
tuntutan tambahan tetap dijalankan.

Apabila dalam proses penyidikan (Polisi), tersangieainggal
dunia, maka penyidikan tersebut dihentikan, kemudepabila
terdakwa pada masa penuntutan meninggal dunia, nhelcas
dikeluarkan surat penetapan dari hakim pengadigem

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 ayat (2)abKi
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya ekex

tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebukan

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentiki@mi
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada
pentuntut umum, tersangka atau keluarganya”.
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Penghentian penyidikan secara teknis diatur dalenatéran
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 TaR049, tentang
Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 30 ayat (1) mertkabu

“(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Getarkara.

(2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuknenaihi

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatannhuk®)

Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengt@mtkian

peraturan perundang-undangan”

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, lazin dikdengan
SP3, merupakan surat pemberitahuan dari penyidikpémuntutm
umum bahwa perkara dihentikan oleh penyidiknya. ®BBggunakan
formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan dakgung No.
518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentamgulpahan
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. B321J1994
tentang Admistrasi Perkara Tindak Pidana. Adalatiatrsia
administasi penanganan suatu perkara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas adalahatse
diurakan tentang penghentian penyidikan berkendamgan penyidik
tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersédukian merupakan
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukbita memaknai
ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30(ayaPeraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 TaR049, tentang
Penyidikan Tindak Pidana, keduanya tidak mengeaglesughentian
penyidikan oleh karena tersangka meninggal dunianydl dapat
dimaknai pada frasa “penyidikan dihentikan demidrak

Daluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa :

1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yaagukdn
dengan percetakan sesudah satu Tahun;

2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanaad@miana
kurungan atau pidana penjara paling lama tiga mabkesudah 6
Tahun.

3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanarpenigbih
dari tiga Tahun, sudah dua belas Tahun;

4) Mengenai kejahatan yang diancam pidana mati ataanai
penajara seumur hidup, sesudah delapan belas Tahun.

5) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan ymur&lum
delapan belas Tahun, masing-masing tenggang dahyasdi atas
dikurangi menjadi sepertiga.

Adapun alasan-alasan daluarsa yang diatur dalamRKly&itu:
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1) Apabila suatu perbuatan pidana oleh karena bebéapdiselidiki
dalam waktu yang lama, maka masyarakat sudah tidgkt lagi
sehingga tidak begitu dirasakan manfaatnya.

2) Lebih lama pengusutan, maka sukar mendapat bukti-lyang
cukup apabila terdakwa memungkiri.

Tabel 1. Perbandingan Daluasa antara Pasal 78 KUHRiengan
Pasal 82 ayat (2) KUHP

Pengkulifikasian Jenis Tindak Pidai| Pasal 7 Pasal 82 ayat (
dengan ancaman sanksi KUHP KUHP

Pelanggaran Kejahatan dengan 1 tahut 5 tahut

cetak

Denda kurungaiatau penjara kurang| 6 tahut 2 tahut

tahun 8 tahur

Penjara lebih 3 taht 12 tahu 16 tahu

Pidana penjara seumur hic 18 tahui DIim hal ini tidak ditentuka

tetapi metunjuk pada asas
bahwa lamanya tindak pidana
tidak boleh lebih singkat dafi
masa pemidanaan itu sendiri.
Maka tidak ada daluarsa untuk
klasikasi ini.

Pidana ma Tidak ada masa dalua

Menjadi masalah berkaitan dengan daluarsa pemiddve@ anak
adalah dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana Nombalgin 1997
tidak dinyatakan dengan tegas tentang permasalagpadepidana anak.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 KUHP yang jukekepada
ketentuan Pasal 78 KUHP, maka ketentuan mengen&iarda
pemidanaan anak pun menjadi masalah. Bila keterffaaal78 ayat (2)
dimana masa tempodaluarsa penuntutan dikurangggaimenjadi 1/3
nya, maka masa tempo daluarsa pemidanaan haras nueggikuti
ketentuan tersebut.
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Kolom.1

Gambaran dari perhitungan perhitungan daluarsa :

si X (13 tahun) berkelahi dengan temannya dan ebabkan temannya terlul
Atas tindakan tersebut, hakim menjatuhkan pidartiahlin 6 bulan penjara atas
dasar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun si X berimasiarikan diri saat dirinya
baru saja tiba di Lembaga Pemasyarakatan. Dalannihdaempo masa daluarsa
pemidanaan bagi perkara X adalah :
Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, ancaman pidanangitalad tahun 8 bulan,
berarti dalam pasal 78 tentang perhitungan dalysesatntan, dimasukkan dalgm
kualifikasi tindak pidana yang ancamannya di ba&ahun, tempo daluarsanya 6
tahun. Dalam Pasal 92 ayat (2), masa daluarsa peaad ditambah 1/3/ dar
masa daluarsa penuntutan.

6 + 1/3 (6) = 8 tahun

Karena si X adalah anak yang baru berusia 13 tamaka masa daluarsanya
adalah 1/3 dari 8 tahun yaitu 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan asas bahwa tempo daluarsa pemidaikzknbibleh
lebih singkat dari masa pemidanaan itu sendiri, uymgnhemat Penulis
perhitungan ini menjadi logis. Dan bila pandangarsebut diterima,
maka tempo daluarsa pemidanaan bagi seorang aladk pedak pidana
adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Masa daluarsa pemidanaan tidak boleh lebilsingkat dari
masa pemidanaan pokok

Pengkualisfikasian Jenis Pasal 7€ | Pasal 82 ayat (2 Anak
Tindak Pidana dengan KUHP KUHP
ancaman sanksi

Pelanggarankejahat: 1 tahut 5 tahut 1 tahun 8 bula
dengan alat cetak
Denda, kurungan at:¢| 6 tahur 2 tahut 2 tahun 8 bula
penjara sekurang-
kurangnya dari 3 tahun 8 tahur
Penjara lebih 3 taht 12 tahu 16 tahu 4 tahur
Penjara seumur hid 18tahur | DIm hal ini tidak| Keterangan di

ditentukan tetap] bawah tabel
metunjuk padg
asas bahwa
lamanya  tindak
pidana tidak boleh
lebih singkat dar
masa pemidanaa
itu sendiri. Maka
tidak ada daluarsa
untuk klasikasi ini.
Pidana ma Tidak ada mas| Keterangan ¢
daluarsa bawah tabel

>
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Ketentuan-ketetuan yang diatur dalam Pasal 82 KdiRaikan
sebagai berikut :

“Pasal 82 ayat 1, berbunyi :

Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang temanc

hukuman utama tidak lain daripada denda, tiadakerlagi jika

maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiridakide

juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan teldakukan,

dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undanglang umum,

dalam tempo yang ditetapkannya.

Pasal 82 ayat 2, berbunyi :

Jika perbuatan itu terancam selainnya denda jugppasan, maka

harus diserahkan juga benda yang patut dirampagatu dibayar

harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang tersdbiam ayat

pertama.

Pasal 82 ayat 3, berbunyi :

Dalam hal hukuman itu ditambah disebabkan berulamgang

membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikenaka hak

penuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakuledmulal

telah gugur menurut ayat pertama dan kedua daal pas

Pasal 82 ayat 4, berbunyi :

Peraturan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orgagg belum

dewasa, yang umurnya sebelum melakukan perbuatdreitim

cukup enam belas tahun”.

4. Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (Pat82 KUHP)
Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, egonsi
dikenal berdasarkan asamis' poenalil dan “ius poenendi adalah
suatu pemikiran tentang sistem penyelesaian pen@ana hanya
dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan. Ketamtdalam Pasal
82 KUHP bahwa penyelesaian perkara pidana olehrpat umum
yang tentunya ditijukan kepada tindak pidana yainaam dengan
denda saja, dengan syarat : “a. Jenis tindak piddakh pelanggaran,
b. Pelanggaran atas tindak pidana ini oleh UUadiandengan sanksi
denda, c. Pelaku berkenan membayar dana maksimangamesuka
rela; d. Jika penuntutan telah dimulai biaya-bigyarkara yang
berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebdeleaa pelaku,
e. Ancaman pidana tambahan berupa peranpasan bdaréengfu jika
dirumuskan dalam aturan undang-Undang dapat diteéan oleh
penuntut umum atau dapat dikonversi kedalam sejundang dengan
taksiran yang ditentukan oleh undang-undang, f.ak2ahaan
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penyelesaian perkara pidana melalui lembaga intddiperhitungkan

sebagai pemberatan bila terjadi pengulanganratadive:

»n 17

Tabel 3. Pelaksanaan Pidana Denda atau Kurungan

Dalam hal ancaman pida
adalah denda.

Penuntut umum tidak diperkenankan meni
bila dengan sukarela pelaku mau membayal
denda maksimum dan melaksanakan persyal
sebagaimana ditentukan dalam aturan perund
undangan.

Dalam hal ancaman pida

kurungan

adalah denda dan atawtau menolak

Penuntut umum memiliki hak untuk mengabul

Bila ia mengabulkan maka ia akan menentu
syarat dibayarkan sejumlah uang tertentu seb
pengganti kurungan yang besarnya minimum
sen dan setinggi-tingginya sama dengan jun
denda maksimum.

Penuntut umum juga berwenang menentu
jangka waktu pelaksanaanya dan tempat din
“transaksi” tersebut dilaksanakan.

Adapun bila sampai jangka waktu yal
ditentukan belum dapat dilunasi, maka hal
hanya dapat diperpanjang satu kali saja se

kan
atan
ang-

kan

agai
50

nlah

kan
ana

ng
ini
suai

dengan jangka waktu yang pertama.

Simons juga menegaskan bahwa bila terjadi pengataagas tindak

pidana yang diselesaikan di luar pengadilan inkaria

a) Terhadap tindak pidana yang baru, dapat diperbanaaman
pidananya (menjadi dasgecidive ; dan

b) Terhadap tindakan pidana yang pertama, dapat #gaku
penuntutan , sehingga penyelesaian dengan ‘teansaktie”
tersebut tidak diperhitungkan sebagaibis in idem

Alasan gugurnya

hak untuk menuntut lainnya yakn

Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilanagsétimana diatur

Pasal 82 KUHP, yakni

“Dalam hal terjadi pelanggaran yang diancam dendauy
membayar kepada kejaksaan maksimum denda yangiaikeah

untuk perkara, maka si pelaku harus membayar déaddiaya
perkara tersebut dan kalau tidak maka ia bisa dkam pidana
kurungan sebagai pengganti denda dan biaya pes@ebut”.

' Eva, Achjani Zulfa, 20133ugurnya Hak Menuntut, Dasar Menghapus, Peringan,
Pemberat Pidanacetakan ke dua, Ghalia Indonesia, Bogor, him.37

' Ibid,
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Perbedaan penyelesaian perkara di luar sidang dalalam
sidang yaitu:
a. Diluar sidang, ongkos/biaya (denda) mahal atautpsealangkan
di dalam sidang ongkos/biaya (denda) ringan.
b. Diluar sidang, status bukan terhukum, sedangkataldm sidang
status pernah menjadi terhukum.

Tabel 4. Penyelesain perkara di dalam dan di luaridang

Di dalam sidanc Di luar sidang
sidang, ongkos/biaya (denda) ma| sidang, ongkos/biaya (denda) ma
atau berat atau berat
status pernah menjadi terhuk status bukan terhukt

Hal lain yang gugurnya hak untuk menuntut oleh kare
penyelesaian perkara di luar Pengadilan berupa asiedienal,
penyelesaian perkara-perkara yang bersifat delikamd disepakati
kedua belah pihak dan tidak saling menuntut dikaarudari.

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikethalm
ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilaanag
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huldcara
Pidana (KUHAP). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahuw022
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Updisian) juga
tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian

Akan tetapi, kita dapat melihat mengenai mediahol
polisi dalam tataran di bawah undang-undang, yaitdam Surat
Kapolri No Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal l4edember
2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternagpte Resolution
(ADR) (Surat Kapolri 8/2009).

Dalam artikel Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian
Sengketa Pidana di Luar Pengadilan oleh Malik dikumpulan
HUMA sebagaimana kami akses dari situs Komite Mada Sipil
untuk Pembaharuan KUHAP, disebutkan bahwa dalamt S{apolri
8/2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penangakasus
melalui ADR vyaitu :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang umgaip
kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat dikaahmelalui
konsep ADR.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakdh Harus
disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara nanpabita tidak
terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai rdgagaedur
hukum yang berlaku secara profesional dan propuaio
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3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ABRS
berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus tiketaleh
masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempa

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakdt Warus
menghormati norma hukum sosial / adat serta meneamds
keadilan.

5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolidiéasyarakat
(Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan
Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masinguk
mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang meyad
kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk Hisaikan
melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan metainsep ADR
agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum hgamg kontra
produktif dengan tujuan Polma¥”.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol:
B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009taten
Penanganan Kasus Melalditernatif Dispute Resolutio(ADR) bisa
dikatakan merupakan suatu langkah memotong suakarpetertentu
tidak sampai pada tahapan penuntutan dan mengukasgs-kasus
masuk pada Pengadilan. Dengan kebijakan ADR dgpoksan ini
adalah salah satu bentuk gugurnya hak untuk menatiena perkara
telah diselesaikan pada timgkat penyidikan.

5. Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUD 15)

Amnesti dan Abolisi adalah hak proregatif Presidgang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tentu lsalaproregatif
untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidarsecara
konstitusi adalah sah, adapun kreteria pemberiarestindan abolisi
presiden adalah :

a. Amnesti merupakan pencegahan penuntutan atas paberang
atau segerombolan orang yang melakukan kesalabdangkan
Abolisi merupakan penghentian penuntutan yang surajalan
atas seseorang atau beberapa orang yang melakesaaltian.

b. Amnesti diberikan sebelum suatu penuntutan mulaksbanakan,
sedangkan Abolisi diberikan pada saat penuntutakukan.

Perbedaan Amnesti, Abolisi dan Grasi yaitu:

¥ Surat Kapolri No Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS tanigh Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute ResmuADR)
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a. Amnesti, Abolisi menggugurkan hak untuk menuntukuman,
sedangkan grasi menggugurkan kewajiban menjaldangpi

b. Amnesti, Abolisi mencegah/menghentikan penuntutgiaisgkan
Grasi menghapus hukuman.

Pasal 14 UUD 1945 , menjelaskan, bahwa :
“(1) Presiden memberi grasi dan rehabiltasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung. (2)ideres
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Amanat konstitusi ini yang diberikan kepada Prisidei tidak
serta Presiden dapat mengabulkan secara sepitiagj teelibat 2
(dua) institusi atau Lembaga Tinggi lainnya, yaMARI Rl dan DPR
RI, kedua lembaga ini tinggi negara ini memlikgas dan fungsi yang
berbeda, MARI adalah lembaga dibidang penegakaarhusticia),
sementara DPR RI bidang kebijakan politpolftic policy). Dengan
demikian keputusan tentang amnesti, abolisi darasigbukanlah
tindakan “otoriter” presiden yang mencampuri urusakum yaitu
penuntutan.

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat membegsaindan
abolisi kepada orang-orang yang telah melakukanasestindakan
pidana.

“Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setetadndapat

nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyakgai
nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saavlenteri
Hukum dan HAM)"#°

Berkenaan dengan Amnesti, Abolisi, Grasi dan Réitedii
Harus dengan Pertimbangan MA atau DPR, Dahulu wsebel
amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisn damnesti
menjadi hak absolut Presiden. Setelah amandemen U985
pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnelgth presiden harus
dengan pertimbangan MA atau DPR. Ketentuan terselah
dengan tujuan untuk peningkatan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Denragenya
ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian grashabilitasi,
amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolutsiRlen, melainkan
harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR.

Adanya pembatasan kekuasaan Presiden dalam meaberik
grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tersebut lagjadengan konsep

% pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1954

105



Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak ...... Nur Cahyab#aputra dan Syamsul Bahri

pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Menuruttddquieu
sebagaimana dikutip oleh Parlin M. Mangunsong, kama
pemisahan kekuasaan negara yang harus dipisahkanadine3

bagian®!
1. Kekuasaan Legislatif, yakni pembuat peraturan paEOQ-
undangan;

2. Kekuasaan Eksekutif, yakni untuk melaksanakan peaat
perundang-undangan; serta

3. Kekuasaan Yudikatif, yakni untuk mempertahankanafean
perundang-undangan”.

Meskipun pada praktiknya teori pemisahan kekuasagara sulit
dipertahankan maupun diselenggarakan secara kanseku
terutama pada negara hukum modern mewajibkan astnaisi
negara aktif mencampuri kehidupan masyarakat
guna mewujudkan dan mempertinggi kesejahteraan umum

6. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan
Gugurnya hak untuk menuntut oleh karena tidak yalan
pengaduan pada delik-delik aduddelik aduan adalah delik yang
penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengadagnpihak
yang terkena atau dirugikan. Menurut sifatnya, kdatiuan dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu: “
“(a) Delik aduan yang absolut yaitu delik ini memusifatnya
hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. (bk @dlan
yang relatif, disebut relatif karena dalam delikidani ada
hubungan istimewa antara si pembuat dan orang giangikan.
Delik bukan aduan adalah tindak pidana yang dapantdt
tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan”.

Pada Delik aduan, pengaduan hanya boleh diajudamdaaktu
enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengeidhnya
kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia,uatialam waktu
sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Inegia (lihat Pasal 74
ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengadoberhak
menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktuliigan setelah
pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

21 5.F Marbun dan kawan-kawa004, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi NegaraUll Press, Yogyakarta, him 40
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B. Sebab-Sebab Gugurnya Hak Untuk Menuntut yang Diaturdalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebab-sebab gugurnya hak untuk menuntut bermatsram,
baik secara alami, secara hukum maupun atas parbo@mnusia itu
sendiri, sebenarnya gugur hak untuk menuntut dengkm diatur
dalam KUHP dan telah diuraikan satu persatu tentagurnya hak
untuk menuntut berdasarkan ajaran-ajaran hukunpumadi dalam
perundang-undangan, walaupun uraian tentang gugunak untuk
menuntut belum secara lengkap Penulis uraiankarebalikan
keterbatasan sumber bahan hukum baik berupa bukupuna
perundang-undangan.

Penuntutan adalah tugas dan fungsi Kejaksaan aietaga
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 162004 tentang
Kerjaksaan Rebublik Indonesia, menyatakan :

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnyarddlmdang-

Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga petahryang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntgida

kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Sedangkan yang menjadi subjek penuntutan adalaiy-@@ang
yang melakukan tindak pidana dan diperhadapkanegdam sidang
pengadilan. Oleh KUHP mengatur kemungkinan-kemuragkiterjadi
“kegagalan” untuk menuntut dengan berbagai macasaalyakni
Adanya asasNe bis in iderh(Pasal 76 KUHP).

Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP).
Daluwarsa (Pasal 78 KUHP).
Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilara{BasKUHP).
Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUR3)9
Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan.
Sebab gugurrnya hak  menuntut oleh  Penulis
mengkategorikannya sebagai berikut :
1. Sebab Alamiah
Secara alami adalah dikarenakan terdakwanya mealingg
dunia, maka tidak dapat tergantikan oleh siapapun,
pertanggungjawaban pidana sifatnya perorangan,a signg
melakukannya dan dapat dimintakan pertanggungjamyabmaka
terdakwa seperti yang dituntut dihadap pengadizaiam unsur
delik pemidanaan terdapat unsur “barang siapa” chattikan
sebaganatuurlijk person yaitu orang nya sendiri yang melakukan
tindakan atau perbuatan pidana. Selain itu terddefi tindak
pidana yaitu straafbaafeit.

o hrwWNE
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Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.Sedangklik
dalam bahasa asing diselglict yang artinya suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidanaj.lAachzah
dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikanigilef
mengenai delik, yakni Delik adalah suatu perbuatan tindakan
yang terlarang dan diancam dengan hukuman olemgraiadang
(pidana).

Kemudian Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit itu
sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yangathapitlana
oleh peraturan perundang-undang8trafbaarfeitjuga diartikan
oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya h&ang,
sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhisfap
hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidgajsetelah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhakurhan
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi tegralitya tertib
hukum.

Meninggalnya si pelanggar hukum menjadikan penantut
oleh jaksa penuntut umum menjadi gugur, tinggalabagna
pelaksanaannya, akan diatur secara teknis olehnpgnumum
yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ada.

Sebab Perbuatan Manusia

Seperti halnya diuraikan gugurnya hak untuk meurtunt
karena daluarsa. Si tersangka ataupun terdakwarikaeladiri,
baik pada saat tersangka dalam proses penuntaaersaan di
pengadilan maupun telah divonis tetapi putusanngdunio
berkekuatan tetap yang bersangkutan melarikarsejp@rti diatur
dalam pasal 78 KUHP, maka hal demikian telah ditieart waktu
pelariannya atau tidak ditemukan persembunyiarakevd maka
tidak dapat lahi dituntut.

Selain daluarsa, perkara yang dihadapi tersanglka at
terdakwa merupakan delik aduan, pada tahap pe@yicakaupun
penuntutan, si korban mencabut pengaduannya, shgEHbut
pengaduan korban tersebut tersangka ataupun teadaiak
dapat dituntut, seperti halnya beberapa delik kngadana
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undardpng
Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana asusiasal-pasal: 367,
370, 376, 394, 404, dan 411.

Terdapat juga hapus hak untuk menuntut karena atbu
manusia yaitu penyelesaian secara kekeluargaana(daada
perkara-perkara ringan dalam rangka implementastoratif
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justice oleh karena hal ini memungkinkan dilakukan paafap
penyidikan berdasarkan  ufat Kapolri No Pol:
B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009aten
Penanganan Kasus Melal@lternatif Dispute ResolutiofADR)
bisa dikatakan merupakan suatu langkah memotorig peskara
tertentu tidak sampai pada tahapan penuntutan dargumangi
kasus-kasus masuk pada Pengadilan.

3. Sebab Hukum

Gugurnya hak untuk menutut disebabkan oleh hukum,
seperti halnya adanya asas bis idemdimana pelaku tindak
pidana tidak dapat dintuntut kedua kalinya olehekar pelaku
(subyek hukumnya) sama dan perkara yang sama redadapat
putusan/vonis hakim dan telah berkekuatan hukutainselari
pada itu gugurnya hak untuk menutut karena adanya
pengesampingan perkara demi kepentingan hukum if@gpo
seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Kejaksaan,atlanya
amnesti, abolisi dan grasi dari presiden, sepertadkan di atas.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugurkannya hak menuntut yang diatur dalam KUHPuyai
terdiri : a) Adanya asad\e bis in iderh (Pasal 76 KUHP); b)
Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP); c) Daluwamas@l 78
KUHP); d) Penyelesaian perkara di luar sidang peifeya (Pasal
82 KUHP); e) Amnesti dan Abolisi dari Presiden @a%4 UUD
1945);dan f) Tidak adanya pengaduan pada delik-ddlian.

2. Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimatar di
dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1&nrabo4
tentang Kerjaksaan Rebublik, menyatakan : "Kejakdaepublik
Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undangisebut
kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanak
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kegeamaain
berdasarkan undang-undang”.

3. Sebab-sebab gugurnya hak untuk menuntut adalahbabSe
alamiah, Sebab perbuatan manusia dan Sebab hukum
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B. Saran

1. Pada RKUHP yang baru lebih mempertegas alasaarala
gugurnya hak untuk menuntut, sehingga benar-berarharikan
kepastian hukum bagi masyarakat khususnya tersamgkgun
terdakwa.

2. Pada RKUHP yang baru hendaknya perkara-perkarangida
ringan (Tipiring) dapat diselesaikan dengan cardias dengan
berbasis keadilan dan memberikan perlindungan mukepada
korban sehingga tidak semua perkara pidana hasidgadgkan
ke Pengadilan.

3. Sebaiknya sanksi pidana denda bukan semata masutaske
negara, tetapi juga diberikan kepada korban.
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